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ABSTRACT

This article discusses the challenges of Islamic moderation at the local level through a case study of the Nur Al-
Mu’min Movement in West Kalimantan, which claims its leader to be the Imam Mahdi. This phenomenon illustrates
a tension between local religious understandings and the principles of religious moderation promoted by the state.
This study employs a qualitative approach through literature review and field observation to examine how the
movement has developed and how both society and the state have responded to it. The analysis reveals that the
group’s claim regarding the Imam Mahdi potentially fosters exclusivism and resistance to national values, thus
posing a serious challenge to the implementation of Islamic moderation at the local level.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tantangan moderasi Islam di tingkat lokal melalui studi kasus terhadap Gerakan Nur Al-
Mu’min di Kalimantan Barat yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam Mahdi. Fenomena ini menunjukkan
adanya tarik menarik antara paham keagamaan lokal dan prinsip moderasi beragama yang diusung negara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan observasi lapangan untuk menelaah
bagaimana gerakan ini berkembang dan bagaimana respons masyarakat serta negara terhadapnya. Hasil analisis
menunjukkan bahwa klaim Imam Mahdi oleh gerakan ini berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan resistensi
terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga menjadi tantangan serius bagi implementasi moderasi Islam di tingkat
lokal.
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PENDAHULUAN

Moderasi Islam menjadi konsep kunci dalam pembangunan keagamaan di Indonesia, terutama dalam
konteks keragaman budaya, etnis, dan keyakinan yang menjadi karakteristik bangsa ini. Konsep ini tidak
hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi strategi kebangsaan dalam menjaga harmoni sosial
di tengah perbedaan. Moderasi Islam atau wasathiyah bertujuan menciptakan umat Islam yang inklusif,
toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan beragama,
berbangsa, dan bernegara.

Meskipun secara normatif telah menjadi wacana dominan, implementasi moderasi Islam di lapangan
menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat lokal. Realitas di berbagai daerah menunjukkan
masih adanya kelompok-kelompok keagamaan yang menafsirkan ajaran Islam secara rigid, eksklusif,
bahkan cenderung ekstrem. Kelompok-kelompok ini sering kali memisahkan diri dari struktur keagamaan
formal, menolak otoritas negara dalam urusan agama, serta mengembangkan doktrin yang berpotensi
merusak tatanan sosial.

Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keberadaan Gerakan Nur Al-Mu’min di Kalimantan
Barat. Gerakan ini menjadi sorotan karena mengusung ajaran yang menyimpang dari arus utama dan
mengklaim bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang dipercaya akan
datang di akhir zaman untuk membimbing umat menuju kebenaran. Klaim ini tidak hanya menimbulkan
kontroversi di kalangan masyarakat luas, tetapi juga menjadi persoalan teologis dan sosial yang serius,
terutama ketika dikaitkan dengan upaya negara dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.
Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi-narasi keagamaan alternatif yang muncul di tingkat akar rumput
dapat menjadi tantangan nyata bagi pembangunan agama yang damai dan inklusif di Indonesia.

Moderasi Islam menjadi konsep kunci dalam pembangunan keagamaan di Indonesia, terutama dalam
konteks keragaman budaya, etnis, dan keyakinan yang menjadi karakteristik bangsa ini. Konsep ini tidak
hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi strategi kebangsaan dalam menjaga harmoni sosial
di tengah perbedaan. Moderasi Islam atau wasathiyah bertujuan menciptakan umat Islam yang inklusif,
toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan beragama,
berbangsa, dan bernegara.

Meskipun secara normatif telah menjadi wacana dominan, implementasi moderasi Islam di lapangan
menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat lokal. Realitas di berbagai daerah menunjukkan
masih adanya kelompok-kelompok keagamaan yang menafsirkan ajaran Islam secara rigid, eksklusif,
bahkan cenderung ekstrem. Kelompok-kelompok ini sering kali memisahkan diri dari struktur keagamaan
formal, menolak otoritas negara dalam urusan agama, serta mengembangkan doktrin yang berpotensi
merusak tatanan sosial.

Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keberadaan Gerakan Nur Al-Mu’min di Kalimantan
Barat. Gerakan ini menjadi sorotan karena mengusung ajaran yang menyimpang dari arus utama dan
mengklaim bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang dipercaya akan
datang di akhir zaman untuk membimbing umat menuju kebenaran. Klaim ini tidak hanya menimbulkan
kontroversi di kalangan masyarakat luas, tetapi juga menjadi persoalan teologis dan sosial yang serius,
terutama ketika dikaitkan dengan upaya negara dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.
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Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi-narasi keagamaan alternatif yang muncul di tingkat akar rumput
dapat menjadi tantangan nyata bagi pembangunan agama yang damai dan inklusif di Indonesia.

KERANGKA TEORI
1. Moderasi Islam (Wasathiyah):

Konsep ini mencakup delapan indikator menurut Kementerian Agama RI, yaitu: toleransi, anti-
kekerasan, komitmen kebangsaan, taat hukum, inklusivitas, keseimbangan, musyawarah, dan pembaruan.
Delapan indikator ini berfungsi sebagai pilar utama dalam memahami dan menilai praktik keagamaan yang
sehat dan berimbang dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Moderasi Islam merupakan
respons terhadap dua kutub ekstrem: fundamentalisme yang rigid dan liberalisme yang longgar. Wasathiyah
mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara kontekstual, inklusif, serta berorientasi pada
perdamaian dan keadilan sosial. Dalam tataran praktis, moderasi Islam mengedepankan sikap dialogis
terhadap perbedaan pandangan, serta menolak pendekatan kekerasan dan pengkafiran terhadap pihak lain.
Konsep ini juga sangat relevan dalam memperkuat identitas keindonesiaan umat Islam, melalui komitmen
terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal lka. Dengan demikian, moderasi Islam menjadi
pendekatan yang integral dalam membangun harmoni sosial, stabilitas nasional, dan pemahaman
keagamaan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan ideologi eksklusif yang kerap
muncul dari kelompok-kelompok tertentu.

2. Klaim Imam Mahdi dalam Islam:

Imam Mahdi merupakan figur eskatologis dalam Islam yang dipercaya akan muncul menjelang
kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Dalam tradisi Sunni, Imam Mahdi
diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Hasan bin Ali, sementara dalam tradisi Syiah,
khususnya Itsna ‘ Asyariyah, Mahdi adalah Imam ke-12 yang saat ini dalam kondisi ghaib dan diyakini akan
muncul kembali sebagai penyelamat umat. Keyakinan terhadap Imam Mahdi telah menjadi bagian dari
imajinasi religius umat Islam di berbagai belahan dunia.Imam Mahdi merupakan salah satu figur
eskatologis paling penting dalam doktrin keimanan umat Islam, yang diyakini akan muncul menjelang hari
kiamat untuk menegakkan keadilan, membasmi kezaliman, serta memulihkan tatanan dunia yang telah
rusak. Konsep ini menjadi bagian dari eskatologi Islam yang berkembang dalam dua arus besar, yakni Sunni
dan Syiah. Dalam tradisi Sunni, Mahdi dipahami sebagai seorang laki-laki saleh dari keturunan Nabi
Muhammad SAW, khususnya dari garis keturunan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. la diyakini akan lahir
di masa mendatang dan muncul sebagai pemimpin umat yang mendapat petunjuk ilahi. Sementara itu,
dalam tradisi Syiah, khususnya aliran Itsna ‘Asyariyah (Syiah Dua Belas), Mahdi diyakini sebagai Imam
ke-12 yang saat ini dalam kondisi ghaib (al-ghaibah) dan akan kembali (raja’ah) pada waktu yang telah
ditentukan oleh Allah untuk membawa keadilan dan kebenaran yang sempurna di muka bumi.

Keyakinan terhadap figur Imam Mahdi bukan sekadar konsep teologis, tetapi telah menjadi bagian
dari imajinasi kolektif umat Islam yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah, baik di dunia Arab,
Persia, hingga Asia Tenggara. Imajinasi religius ini sering kali melahirkan harapan eskatologis akan
datangnya seorang pemimpin yang dapat menjadi penyelamat di tengah krisis moral, politik, dan sosial.
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Namun, dalam realitas sejarah, narasi Imam Mahdi juga tidak jarang dimanfaatkan oleh individu atau
kelompok tertentu sebagai alat legitimasi spiritual untuk memperkuat kekuasaan atau memobilisasi
pengikut, terutama dalam konteks ketidakpuasan terhadap otoritas yang ada.

Sejarah mencatat berbagai contoh gerakan yang mengklaim kemunculan Imam Mahdi, baik secara
simbolik maupun literal. Salah satu yang paling terkenal adalah gerakan Mahdiyah di Sudan pada akhir
abad ke-19, yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad bin Abd Allah. la menyatakan dirinya sebagai Mahdi
dan berhasil membangun sebuah negara teokratis yang mampu mengusir kolonialisme Inggris-Mesir untuk
sementara waktu. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain, termasuk Asia Tenggara, di mana terdapat
beberapa kelompok sempalan yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam Mahdi atau utusan akhir
zaman. Dalam banyak kasus, klaim semacam ini sering dikaitkan dengan agenda pembaruan (tajdid),
penyelamatan umat dari kesesatan, atau bahkan revolusi sosial. Namun demikian, tidak jarang klaim
tersebut berkembang menjadi bentuk eksklusivisme teologis, pembentukan kultus individu, serta ketaatan
absolut kepada satu figur yang dianggap suci dan tak bisa digugat.

Dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia, klaim Imam Mahdi menjadi persoalan yang
sangat sensitif, khususnhya ketika bersinggungan dengan aspek hukum, kebangsaan, dan kohesi sosial.
Ketika ajaran Mahdi dikembangkan secara literal, eksklusif, dan tertutup oleh suatu kelompok, hal ini dapat
mengganggu harmoni masyarakat, memicu konflik horizontal, dan bahkan mengarah pada tindakan yang
bertentangan dengan hukum negara serta nilai-nilai kebinekaan. Hal ini juga dapat merusak tatanan
keberagamaan yang moderat dan inklusif yang selama ini dijaga oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, studi terhadap kelompok-kelompok yang mengangkat narasi Imam Mahdi menjadi
sangat penting untuk dilakukan, baik dalam kerangka akademik, sosiologis, maupun kebijakan keagamaan.
Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana simbol-simbol eskatologis ini dimaknai dan digunakan
dalam konteks kekinian, serta bagaimana dampaknya terhadap keberagaman, toleransi, dan prinsip-prinsip
moderasi Islam (wasathiyah) yang menjadi pilar penting dalam menjaga perdamaian dan persatuan di
tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Namun, sejarah mencatat bahwa narasi Imam Mahdi sering kali dimanfaatkan secara politis oleh
kelompok atau tokoh tertentu untuk membangun pengaruh dan otoritas di luar struktur formal. Beberapa
gerakan dalam sejarah Islam, seperti Mahdi di Sudan pada abad ke-19 dan beberapa kelompok sempalan di
Asia Tenggara, menjadikan klaim ini sebagai dasar legitimasi spiritual dan bahkan revolusi sosial. Klaim
tersebut umumnya dikaitkan dengan wacana pembaruan atau penyelamatan umat, tetapi dalam praktiknya
dapat berkembang menjadi eksklusivisme, ketaatan absolut terhadap satu figur, bahkan perlawanan
terhadap negara dan otoritas agama yang sah.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, klaim Imam Mahdi menjadi sangat sensitif ketika
bersinggungan dengan aspek kebangsaan dan hukum negara. Ketika ajaran tentang Mahdi dikembangkan
secara literal dan eksklusif oleh suatu kelompok, hal ini dapat menimbulkan disrupsi sosial, perpecahan
internal umat Islam, dan gangguan terhadap integrasi nasional. Oleh sebab itu, studi terhadap kelompok
yang mengangkat narasi Mahdi menjadi penting untuk menilai dampaknya terhadap keberagaman dan
prinsip moderasi Islam.
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3. Klaim Imam Mahdi dalam Islam dan Fenomena Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu’min di Pontianak:

Imam Mahdi adalah sosok eskatologis penting dalam tradisi Islam yang diyakini akan muncul
menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, dan memimpin umat menuju
kejayaan spiritual dan moral. Dalam tradisi Sunni, Mahdi diyakini berasal dari keturunan Nabi Muhammad
SAW melalui Hasan bin Ali, sedangkan dalam tradisi Syiah Itsna ‘Asyariyah, Mahdi adalah Imam ke-12
yang sedang dalam keadaan ghaib dan akan muncul kembali sebagai pemimpin ilahi. Keyakinan ini telah
hidup dalam imajinasi kolektif umat Islam lintas zaman dan geografis, dari Timur Tengah hingga Asia
Tenggara, termasuk Indonesia.

Namun demikian, sejarah memperlihatkan bahwa narasi tentang Imam Mahdi tidak selalu berada
dalam ranah spiritual semata, melainkan kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai sarana untuk
membangun otoritas keagamaan dan kekuasaan sosial-politik. Fenomena seperti gerakan Mahdiyah di
Sudan atau berbagai gerakan lokal di Asia Tenggara menjadi bukti bahwa klaim Mahdi kerap dikaitkan
dengan misi penyelamatan umat, reformasi agama, bahkan revolusi sosial. Gerakan-gerakan ini sering
berkembang menjadi kelompok eksklusif yang menjunjung ketaatan absolut terhadap satu tokoh, bahkan
menolak legitimasi otoritas negara atau ulama arus utama.

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika kita menyoroti kemunculan Gedung Al-Kahfi Nur Al-
Mu’min yang berada di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dekat wilayah Kota Pontianak. Gedung ini
tidak sekadar berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas keagamaan
sebuah kelompok yang mengusung narasi akhir zaman dan menyebarkan ajaran tentang sosok yang diklaim
sebagai Imam Mahdi. Dalam pengamatan masyarakat dan berbagai laporan media, gedung ini menjadi
simbol dari pergerakan yang menampilkan diri sebagai komunitas eksklusif dengan pemahaman
keagamaan yang berbeda dari arus utama Islam di Indonesia.

Kelompok yang berkumpul di sekitar Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu’min menunjukkan ciri-ciri khas
gerakan keagamaan apokaliptik: mereka menganggap diri sebagai pengikut setia seorang figur penyelamat
(yang dalam beberapa narasi disebut-sebut sebagai Mahdi), mendorong kehidupan yang terisolasi dari
masyarakat luar, dan menampilkan sikap kritis bahkan konfrontatif terhadap lembaga keagamaan formal
maupun negara. Dalam beberapa catatan, kegiatan mereka memicu kekhawatiran karena dianggap dapat
memecah belah umat, mengganggu ketertiban sosial, serta menumbuhkan sikap intoleran terhadap pihak
yang tidak sejalan.

Dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip Pancasila,
toleransi, dan kebinekaan, kemunculan kelompok dengan klaim Mahdi seperti ini menimbulkan persoalan
serius. Ketika ajaran Mahdi digunakan untuk menggalang ketaatan mutlak dan meminggirkan struktur
otoritas formal seperti MUI, Kemenag, atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, maka hal ini bukan
hanya menyimpang dari prinsip moderasi Islam (wasathiyah), tetapi juga dapat mengarah pada radikalisasi
kultural.

Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu’min di Pontianak tidak
hanya penting secara akademis, tetapi juga mendesak secara sosial. Ini menyangkut upaya memahami
bagaimana narasi-narasi keagamaan apokaliptik berkembang di masyarakat lokal, bagaimana pengaruhnya
terhadap kerukunan umat beragama, serta bagaimana negara dan tokoh-tokoh agama dapat merespons
dengan bijak melalui pendekatan dialogis, edukatif, dan preventif. Studi semacam ini juga memperkuat
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pentingnya membangun literasi keagamaan yang sehat di tengah masyarakat agar tidak mudah terpengaruh
oleh wacana-wacana keagamaan yang berpotensi disorientatif dan destruktif.

Fenomena seperti yang terjadi di Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu’min tidak berdiri sendiri, melainkan
muncul dalam konteks sosial yang lebih luas. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik, lemahnya
pendidikan keagamaan yang Kritis, serta pencarian identitas spiritual di tengah modernitas sering Kkali
menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok dengan narasi penyelamatan seperti Mahdiisme.
Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan atau merasa terasing dari sistem, mereka cenderung
tertarik pada kelompok yang menjanjikan solusi spiritual instan, bahkan meskipun itu bertentangan dengan
norma sosial dan agama yang berlaku.

Respon masyarakat terhadap keberadaan kelompok ini umumnya terbagi dua. Di satu sisi, ada yang
menolak dan merasa terancam karena mereka melihat adanya potensi perpecahan umat, bahkan
penyimpangan akidah. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi agama atau
memiliki keterbatasan akses informasi justru tertarik dan ikut terlibat, karena merasa mendapatkan makna
hidup dan arah spiritual yang tidak mereka temukan dalam pengajian atau institusi keagamaan arus utama.

Dalam kasus Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu’min, laporan dari warga sekitar dan tokoh agama
setempat menunjukkan bahwa aktivitas kelompok ini mulai menimbulkan keresahan karena mengadopsi
sistem yang tertutup, menggunakan bahasa-bahasa religius yang kerap mengklaim kebenaran mutlak, dan
memisahkan diri dari masyarakat umum, termasuk dalam tata cara ibadah dan pengajaran. Hal ini bisa
menjadi indikasi awal munculnya ideologi eksklusif yang pada akhirnya mengarah pada radikalisme non-
kekerasan, atau bahkan dalam beberapa kasus bisa berkembang menjadi radikalisme yang lebih ekstrem.

Merespons fenomena ini, sangat penting bagi negara dan institusi keagamaan untuk melakukan
pendekatan berbasis edukasi dan dialog, bukan semata-mata pendekatan represif. Strategi "deradikalisasi
lunak" dengan cara menyentuh sisi psikologis, sosial, dan spiritual para pengikutnya akan jauh lebih efektif
dalam jangka panjang. Di sisi lain, program literasi agama yang inklusif, rasional, dan kontekstual harus
diperkuat di sekolah, madrasah, pesantren, hingga ruang-ruang dakwah digital agar masyarakat memiliki
daya tahan terhadap paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip wasathiyah.

Pendekatan berbasis rumah moderasi beragama, seperti yang digagas oleh Kementerian Agama,
perlu diperluas bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai gerakan aktif di masyarakat. Ini bisa menjadi
forum terbuka yang mempertemukan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan bahkan eks anggota
kelompok sempalan untuk membangun narasi keagamaan yang ramah, Kritis, dan solutif. Dalam konteks
Kalimantan Barat yang majemuk secara etnis dan agama, pendekatan ini menjadi sangat strategis untuk
menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional.

Akhirnya, fenomena klaim Imam Mahdi seperti yang berkembang di Gedung Al-Kahfi Nur Al-
Mu’min adalah contoh nyata bahwa pemahaman keagamaan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan
politik. la bisa menjadi kekuatan spiritual yang membangun, tetapi juga dapat menjelma menjadi instrumen
disintegrasi jika dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan kritis. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat,
akademisi, tokoh agama, dan pemerintah adalah kunci untuk merawat keberagamaan yang sehat, moderat,
dan berkelanjutan di Indonesia.
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METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih
karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual,
khususnya terkait keberadaan Gerakan Nur Al-Mu'min yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam
Mahdi. Studi kasus memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika sosial-keagamaan
yang terjadi dalam komunitas lokal tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi pustaka digunakan untuk
menelaah literatur yang relevan, baik dari kitab klasik, karya akademik, laporan penelitian, hingga
pemberitaan media, guna membangun kerangka konseptual dan historis yang kuat. Kedua, pengamatan
langsung atau observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung praktik keagamaan kelompok,
interaksi sosialnya dengan masyarakat sekitar, serta simbol-simbol atau narasi yang mereka gunakan dalam
menyebarkan ajaran. Observasi ini juga memberikan data non-verbal yang penting seperti sikap, ekspresi,
serta suasana komunitas yang tidak dapat ditangkap hanya melalui wawancara.

Ketiga, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk tokoh masyarakat,
akademisi, tokoh agama, aparat pemerintah lokal, serta (jika memungkinkan) anggota Gerakan Nur Al-
Mu’min itu sendiri. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang
fleksibel agar memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai konteks pembicaraan. Validitas data dijaga
dengan melakukan triangulasi sumber dan metode, serta mencatat data secara sistematis dan reflektif.

Wilayah penelitian difokuskan pada Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat, yang merupakan pusat aktivitas Gerakan Nur Al-Mu’min. Daerah ini dipilih karena menjadi lokasi
yang paling terdampak dan menjadi ruang utama dinamika interaksi antara kelompok ini dengan
masyarakat umum serta institusi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Profil Gerakan Nur Al-Mu'min

Gerakan Nur Al-Mu'min bermula dari sebuah kelompok pengajian kecil yang awalnya fokus pada
pembinaan keagamaan masyarakat lokal di wilayah Sungai Raya, Kalimantan Barat. Seiring waktu,
kelompok ini mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi jumlah pengikut maupun struktur
organisasinya. Pengajian yang semula terbuka mulai bertransformasi menjadi komunitas yang lebih tertutup
dan eksklusif, dengan sistem internal yang menekankan loyalitas penuh terhadap satu sosok pemimpin
spiritual.Salah satu ajaran sentral yang menjadi pembeda utama kelompok ini dengan arus utama Islam
adalah keyakinan bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang diyakini akan
datang menjelang hari kiamat untuk membimbing umat Islam. Keyakinan ini tidak hanya diajarkan secara
doktrinal, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk penghormatan berlebihan terhadap pemimpin, termasuk
dalam pengambilan keputusan spiritual maupun sosial. Komunitas ini mulai mengembangkan sistem
ibadah, istilah-istilah keagamaan, bahkan gaya hidup yang berbeda dari masyarakat muslim sekitarnya,
yang memperkuat karakter eksklusif mereka.
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2. Respons Masyarakat dan Pemerintah

Respons masyarakat terhadap Gerakan Nur Al-Mu’min menunjukkan dinamika sosial yang
kompleks. Sebagian masyarakat menerima keberadaan kelompok ini karena adanya hubungan emosional,
kedekatan keluarga, atau pengaruh karisma pemimpinnya. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan
terlibat dalam kegiatan kelompok karena merasa mendapatkan ketenangan spiritual atau bantuan sosial
tertentu. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang menunjukkan kekhawatiran terhadap
penyimpangan ajaran kelompok ini dari prinsip-prinsip Islam pada umumnya. Kekhawatiran ini diperkuat
oleh sikap eksklusif kelompok yang tidak mudah diajak berdialog atau berbaur dengan warga lain di luar
komunitas mereka.

Pemerintah daerah melalui Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh
agama setempat telah melakukan pendekatan persuasif untuk merespons fenomena ini. Upaya dialog,
edukasi keagamaan, hingga pelibatan tokoh masyarakat dilakukan agar kelompok ini dapat kembali kepada
pemahaman Islam yang moderat dan tidak menyimpang dari prinsip kebangsaan. Namun, pendekatan ini
tidak selalu berjalan lancar, mengingat kuatnya kepercayaan internal komunitas terhadap klaim Mahdi serta
kecurigaan mereka terhadap lembaga-lembaga formal negara.

3. Tantangan terhadap Moderasi Islam

Kehadiran ajaran eksklusif dan pola ketaatan mutlak terhadap satu figur pemimpin dalam Gerakan
Nur Al-Mu’min merupakan tantangan langsung terhadap agenda moderasi Islam. Sikap tertutup dan
penolakan terhadap struktur keagamaan resmi seperti MUI dan Kemenag menunjukkan gejala delegitimasi
otoritas keagamaan negara. Di sisi lain, klaim Imam Mahdi yang melekat pada figur pemimpin berpotensi
menciptakan polarisasi tajam antara kelompok ini dengan masyarakat luas.

Tantangan ini diperparah dengan minimnya literasi keagamaan di sebagian masyarakat, yang
menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh narasi simbolik dan janji keselamatan eskatologis. Dalam
jangka panjang, gerakan semacam ini dapat mengikis semangat kebangsaan, merusak tatanan sosial, dan
menumbuhkan resistensi terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama yang inklusif dan toleran. Oleh
karena itu, penanganan fenomena ini membutuhkan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan aspek
teologis, sosiologis, dan kebijakan publik.

Fenomena Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat menjadi contoh konkret bagaimana klaim
keagamaan yang ekstrem di tingkat lokal dapat menghadirkan tantangan nyata terhadap implementasi
moderasi Islam. Keyakinan terhadap pemimpin yang diklaim sebagai Imam Mahdi tidak hanya berdampak
pada struktur internal kelompok, tetapi juga berimplikasi luas terhadap hubungan sosial, kohesi masyarakat,
dan stabilitas keagamaan di wilayah tersebut. Ajaran eksklusif, penolakan terhadap otoritas keagamaan
formal, serta loyalitas absolut terhadap satu figur pemimpin menjadi indikasi lemahnya internalisasi nilai-
nilai wasathiyah (moderat) di tingkat komunitas akar rumput.

Temuan ini menunjukkan bahwa agenda moderasi Islam bukan hanya tantangan di level wacana
nasional, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana ia dipraktikkan dan diterima di level lokal. Dalam
konteks ini, dibutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat—tokoh agama, pemerintah, akademisi,
dan masyarakat sipil—untuk menyampaikan pemahaman Islam yang inklusif, rahmatan lil ‘alamin, dan
tidak menimbulkan segregasi sosial. Tokoh agama berperan penting sebagai jembatan komunikasi spiritual
yang bisa mendekati kelompok-kelompok yang menyimpang dengan pendekatan hikmah dan mau’izhah
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hasanah. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan sosial serta edukasi publik,
sementara akademisi dan peneliti dapat menyumbangkan analisis ilmiah yang mendalam sebagai dasar
kebijakan dan pendekatan yang tepat.

Selain itu, pendekatan kultural dan edukatif terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif
atau represif. Masyarakat yang merasa dihargai budayanya dan diberi ruang dialog cenderung lebih terbuka
terhadap pembinaan. Dengan membangun pendekatan yang empatik dan partisipatif, diharapkan nilai-nilai
moderasi Islam dapat lebih membumi, sekaligus meredam potensi konflik yang bersumber dari tafsir
keagamaan yang ekstrem. Ke depan, tantangan serupa bisa saja muncul kembali dalam bentuk lain,
sehingga perlunya kesiapan sistemik dalam memperkuat literasi keagamaan dan wawasan kebangsaan di
semua lapisan masyarakat.
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